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ABSTRAK

Perjanjian jaminan memiliki sifat accesoir, yang berarti bahwa eksistensinya harus
selalu melekat dan berdasar pada perjanjian pokoknya. Apabila terjadi
restrukturisasi pada perjanjian pokok, maka terhadap perjanjian jaminannya perlu
disesuaikan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan bagi para
pihak terkait. Pertimbangan hukum hakim melalui Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018, menyatakan bahwa PT. Chevron
Pacific Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Asuransi
Ramayana Tbk dalam pelaksanaan Performance Bond. Tujuan skripsi ini ialah
pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perbuatan melawzan hukum oleh
PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam
pelaksanaan performance bond dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum
tersebut. Penelitian ini mempakan penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, kcuseptual, dan kasus. Adapun hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tergugat yang dinyatakan melanggar
hukum telah memenuhi unsur-unsur daiem ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata,
namun hskim dalam pertimbangannya belum memberikan keadilan kepada
Tergugat dengan hukuman berupa pengembalian seluruh pencairan dana jaminan
pelaksanaan. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo
ialah Performance Bond batal demi hukum, hukuman kepada Tergugat berupa
pengembalian selureh dz2na pencairan jamiran pelaksanaan dan pembayaran selurch
biaya perkara.

Kata Kunci: Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), Perbuatan Melawan
Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat
amat tinggi dengan berbagai faktor pendukung, salah satunya ialah sumber daya
alam dan energi yang melimpah baik energi terbarukan maupun energi tak
terbarukan. Sumber pasokan energi nasional juga didukung dengan fakta bahwa
Indonesia itu sendiri memiliki cadangan energi yang sangat besar. Industri
energi sudah mulai mengalami transisi ke arah energi bersih dengan tujuan
untuk mencapai net-zero emission. Hal ini dikarenakan penggunaan energi fosil
yang semakin tinggi dapat menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca yang
mempengaruhi peningkatan suhu bumi.?

Meski demikian, energi fosil seperti minyak dan gas bumi tetap memiliki
peran yang sangat penting. Sesuai amanat UUD 1945, sebagai salah satu sumber
daya mineral tak terbarukan (unrenewable), minyak dan gas bumi menempati
posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.?
Hingga tahun 2050 mendatang, pemanfaatan energi fosil minyak dan gas bumi
berperan penting terhadap pengamanan pasokan energi nasional, serta

memenuhi permintaan migas yang semakin meningkat.?

1 Agus Eko Setyono and Berkah Fajar Tamtomo Kiono, ‘Dari Energi Fosil Menuju Energi
Terbarukan: Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 — 2050°, Jurnal Energi
Baru Dan Terbarukan, Vol 2. No 3 (2021).

2 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Cet.2 (Sinar Grafika, 2012), hal. 43.

3 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, ‘Prospek Energi 2024, Tren Positif Migas
Amankan Pasokan Energi Nasional’, Ditjen Migas ESDM, 2023



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU
Migas) dalam Pasal 5 mengatur terkait kegiatan usaha minyak dan gas bumi
yang dibagi menjadi 2, yakni kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi)
dan kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga).
Kegiatan usaha hulu dan hilir tersebut dapat dilaksanakan oleh:

a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. koperasi; usaha kecil,

d. badan usaha swasta.

UU Migas tersebut juga mengatur bahwa terdapat juga Bentuk Usaha Tetap
(BUT) yang hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu saja. Badan usaha
dan bentuk usaha tetap yang telah melakukan kegiatan usaha hulu tidak dapat
melakukan kegiatan usaha hilir, begitupun sebaliknya.

Disamping itu, perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha
dalam bidang minyak dan gas bumi tersebut disebut juga sebagai Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 2 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 1 Ayat 9
memberi pengertian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ialah suatu Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberi wewenang untuk melakukan
kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja berdasarkan

Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Salah satu perusahaan yang

<https://migas.esdm.go.id/post/prospek-energi-2024-tren-positif-migas-mengamankan-pasokan-
energi-nasional> [diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 22.17 WIB].



melakukan kegiatan memproduksi minyak dan gas bumi dan merupakan
penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia adalah PT. Chevron Pacific
Indonesia.

PT. Chevron Pacific Indonesia, dulunya bernama PT. Caltex Indonesia
adalah salah satu kontraktor bagi hasil unit usaha dari perusahaan minyak
Amerika, Chevron Corporation. PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) ini
pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1924. Sebagai salah satu Kontraktor
Kontrak Kerjasama (KKKS), PT. Chevron Pacific Indonesia bermitra dengan
Pemerintah Indonesia melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
untuk mengoperasikan berbagai kontrak migas di beberapa wilayah termasuk di
wilayah Riau dan Kalimantan Timur.* Dalam melakukan kegiatan produksi
minyak dan gas bumi (migas), PT. Chevron Pacific Indonesia dapat melakukan
berbagai kontrak dengan perusahaan-perusahaan lainnya untuk dapat
memperoleh keuntungan yang maksimal dengan hasil produksi migas yang
berkualitas.

Karakteristik industri di bidang minyak dan gas bumi (migas) berbeda dari
industri lainnya. Industri migas memiliki 3 karakteristik, yakni high capital
(padat modal), high technology (menggunakan teknologi dan para ahli yang

berkualitas tinggi), dan high risk (resiko ekonomi yang tinggi).> Dalam bidang

4 Chevron Corporation, ‘Bisnis Kami di Indonesia : Kami Mengeksplorasi dan
Memproduksi Minyak Mentah dan Gas Alam’, 2019, <https://indonesia-test.chevron.com/our-
businesses> [diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 23.49 WIB].

> PPSDM Migas, ’Pentingnya Upgrade Kompetensi Untuk Investasi di Industri Migas’,
2021, <https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/PhDmbt1F> [diakses pada tanggal
24 Agustus 2024 pukul 15.12 WIB]


https://indonesia-test.chevron.com/our-businesses
https://indonesia-test.chevron.com/our-businesses
https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/PhDmbt1F

pertambangan pada umumnya juga terdapat beberapa macam resiko, yaitu
resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan
cadangan (produksi), resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian
biaya, dan resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan resiko
kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga
domestik.® Dengan berbagai macam resiko yang amat tinggi tersebut, tentunya
perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri pertambangan khususnya
migas harus memperhatikan setiap pelaksanaan kegiatan usahanya dengan baik,
guna meminimalisir resiko yang berpotensi muncul di kemudian hari.

Pengusahaan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi sangatlah penuh
dengan berbagai resiko, termasuk resiko finansial. Untuk mengurangi resiko
tersebut, tidak jarang Kontraktor yang mendapatkan wilayah kerja migas
bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berbagi resiko yang diiringi dengan
pengalihan hak dan kewajiban.” KKKS dapat melakukan kerja sama dengan
berbagai perusahaan jasa dalam melakukan kegiatan usahanya, misalnya dalam
pengeboran minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, perusahaan KKKS bertindak
sebagai Bouwheer (Pemberi Kerja) dan perusahaan jasa pengeboran minyak
(kontraktor) sebagai Penerima Kerja.

Untuk melaksanakan Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi, KKKS
memerlukan perusahaan jasa/kontraktor untuk melakukan pengeboran di suatu

wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kontrak yang dibuat antara Bouwheer

6 Adrian Sutedi, Loc. cit.
" Nugroho Eko Priamoko, Kontrak Bagi Hasil Migas Aspek Hukum dan Posisi Berimbang
Para Pihak, (Genta Publishing, 2017), hal. 203.



(Pemberi Kerja) dan kontraktor sebagai penerima kerja mengikat keduanya dan
berlaku layaknya undang-undang seperti makna dari asas pacta sunt servanda
dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta dapat mengikat pihak lain atau pihak
ketiga apabila diperjanjikan demikian.

Untuk memastikan pelaksanaan kerja dari perusahaan jasa/kontraktor
penerima kerja, KKKS dapat menetapkan syarat berupa sebuah jaminan kepada
perusahaan jasa/kontraktor tersebut guna menjamin pekerjaan yang dilakukan
oleh kontraktor agar sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang telah
dibuat. Jaminan Pelaksanaan atau Performance Bond ialah jaminan yang
diterbitkan oleh Surety Company (Perusahaan Penjamin) guna menjamin
Obligee (Pemilik Proyek) bahwa Principal (Kontraktor) akan dapat
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang telah diperjanjian dalam kontrak pekerjaan.®

Apabila Principal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak atau kesepakatan, maka Surety Company akan
memberi ganti rugi dengan mencairkan jaminan pelaksanaan kepada Obligee
maksimum sebesar nilai jaminan. Besar nilai Jaminan (penal sum) Pelaksanaan
ialah persentase tertentu dari besaran nilai kontrak proyek itu sendiri yakni
antara 5% sampai dengan 10% dari nilai kontrak proyek tersebut.’

Dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi, perusahaan kontraktor

diminta untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebelum melakukan

8  Otoritas Jasa  Keuangan, ’Asuransi ~ Penjaminan  (Surety  Bond)’,

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/100> [diakses pada tanggal 25 Agustus
2024 pukul 02.49 WIB]
® Ibid.



pekerjaan pengeboran minyak. Nilai dari jaminan pelaksanaan (performance
bond) tersebut yakni sebesar sekitar 5% sampai dengan 10% dari nilai kontrak
yang telah ditetapkan. Apabila perusahaan kontraktor di kemudian hari tidak
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang
telah ditetapkan dan melakukan wanprestasi, maka kerugian dari perusahaan
KKKS sebagai obligee dan pemberi kerja dapat terjamin dengan adanya jaminan
pelaksanaan (performance bond) tersebut.’® Pencairan nilai jaminan
pelaksanaan akan diberikan oleh Surety Company kepada KKKS setelah adanya
kerugian yang timbul akibat adanya wanprestasi dari si kontraktor.

Adanya jaminan pelaksanaan (performance bond) tentu sangat memberikan
manfaat yang masif serta perlindungan kepada perusahaan KKKS sebagai
Obligee atas pelaksanaan pengeboran minyak oleh si kontraktor apabila tidak
sesuai ataupun wanprestasi terhadap kontrak pengeboran minyak yang telah
dibuat. Meskipun hanya sepersekian persen dari nilai kontrak, nilai dari jaminan
pelaksanaan setidaknya dapat sedikit menutupi kerugian yang diderita oleh
perusahaan KKKS.

Namun pada kenyataannya, walaupun telah dilindungi oleh jaminan
pelaksanaan (performance bond) tidak jarang terdapat beberapa pihak
perusahaan yang memanfaatkan jaminan tersebut dan mengklaimnya dengan
cara yang melanggar hukum. Begitu pula yang terjadi pada kasus yang terjadi

antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Asuransi Ramayana Tbk beberapa

10" Selvina, 'Wanprestasi Pengeluaran Performence Bond (Jaminan Pelaksana) Dalam
Kontrak Pekerjaan Pengeboran Minyak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 731/PK/Pdt/2018),
Vol. 2. No. 4 Maret (2022)", Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum, hal. 206.



tahun yang lampau.

Dalam pelaksanaan Kontrak Pengeboran Minyak, terdapat salah satu kasus
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Chevron Pacific Indonesia
yang berdampak kerugian yang sangat besar bagi PT. Asuransi Ramayana Tbk
yang bermula dari Kontrak Pengeboran Minyak sebagai kontrak pokok dari
suatu jaminan pelaksanaan (performance bond).

Kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. Asuransi
Ramayana Thk terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia bermula pada tanggal
20 Janurari 2008 dimana PT. Chevron Pacific Indonesia yang merupakan KKKS
selaku perusahaan Pemberi Kerja bersama PT. Saripari Pertiwi Abadi selaku
Kontraktor Penerima Kerja menandatangani sebuah Kontrak Pengeboran
Minyak Nomor 4373-0K dengan nilai kontrak sebesar USD. 42,201,000,00
untuk jangka waktu 4 tahun. Dalam Pasal 12 point 1 kontrak tersebut
menyatakan bahwa PT. Saripari Pertiwi Abadi harus menyerahkan jaminan
pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% atau lebih besar dengan maksimum 10% dari
nilai kontrak pokoknya.!

PT. Saripari Pertiwi Abadi kemudian meminta PT. Asuransi Ramayana Thk
untuk menerbitkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) bagi kepentingan
PT. Chevron Pacific Indonesia guna menjamin pelaksanaan kontrak pokok
dengan nilai USD. 42,201,000,00, dengan jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak
pokok yakni sebesar USD. 2,110,050 dan PT. Asuransi Ramayana Tbk

menyepakatinya dengan menerbitkan Jaminan Pelaksanaan atau Performance

11 putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2016.



Bond Nomor 16.9463.02.08.0472 pada tanggal 25 Januari 2008.12

Namun kemudian setelah Kontrak Pokok telah berjalan sekitar 5 bulan atau
pada tanggal 24 Mei 2008, PT. Chevron melakukan suatu amandemen terhadap
Kontrak Pokok tersebut dengan menurunkan nilai kontrak pokok yang menjadi
dasar dari perhitungan nilai jaminan Performance Bond yakni dari USD.
42,201,000,00 menjadi USD. 37,091,975.87 melalui Amandemen Nomor 2.
Amandemen yang berlaku 24 Mei 2008 tersebut dilakukan dengan tanpa
pemberitahuan kepada PT. Asuransi Ramayana Tbk hingga sampai diajukannya
klaim Performance Bond pada 14 September 2012 dan tanpa pernah meminta
Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang baru sejak amandemen
dilakukan. PT. Chevron Pacific Indonesia disamping itu tetap mengklaim nilai
jaminan berdasarkan nilai kontrak pokok awal meski telah menurunkan nilai
kontrak awal melalui amandemen nomor 2 tersebut.?

Sesudah Kontrak Pokok yang nilai kontraknya berubah menjadi USD.
37,091,975.87 berjalan 3 tahun, PT. Chevron Pacific Indonesia menghentikan
kontrak tersebut tertanggal 16 Agustus 2012, dengan alasan PT. Saripari Pertiwi
Abadi dianggap wanpretasi. Kemudian PT. Chevron Pacific Indonesia
mendesak PT. Asuransi Ramayana Thk untuk mencarikan Performance Bond
dengan nilai jaminan penuh sebesar USD. 2,110,050. Setelah menerima
banyaknya desakan yang berulang kali diberikan oleh dari PT. Chevron Pacific
Indonesia dengan surat bernada keras, juga dengan adanya pemanggilan yang

dilakukan oleh SKK Migas selaku pejabat otoritas dalam bidang migas terhadap

12 1bid.
13 1bid.



PT. Asuransi Ramayana Tbk yang dihadiri oleh PT. Chevron Pacific Indonesia
dan PT. Asuransi Ramayana Tbk bertempat di Kantor SKK Migas, PT. Asuransi
Ramayana melalui pertemuan tersebut menyepakati untuk mencairkan dana
jaminan pelaksanaan kepada PT. Chevron Pacific Indonesia. Kemudian pada
tanggal 30 Oktober 2012, PT. Asuransi Ramayana Thk pun melakukan
pencairan terhadap Performance Bond a quo dengan nilai jaminan penuh
sebesar USD. 2,110,050 dan telah diterima oleh PT. Chevron Pacific Indonesia
melalui transfer Bank Mandiri Jakarta-Thamrin.1*

Kemudian setelah adanya pencairan tersebut, PT. Asuransi Ramayana Tbhk
kembali menanyakan validitas pencairan Performance Bond Nomor
16.9463.02.08.0472 dan meminta PT. Chevron Pacific Indonesia
mengembalikan apa yang sudah diterimanya. Namun hal tersebut tetap tidak
menemukan titik terang dan tidak mendapat respon yang baik dari PT. Chevron
Pacific Indonesia sehingga PT. Asuransi Ramayana Tbk mengajukan gugatan
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum. %°

Kemudian proses litigasi terkait kasus a quo telah sampai pada putusan yang
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) melalui Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018 dimana Tergugat yakni
PT. Chevron Pacific Indonesia dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan
Hukum.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul ”PERBUATAN

14 1bid.
15 1bid.
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MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERFORMANCE
BOND (STUDI PUTUSAN PERKARA ANTARA PT. CHEVRON

PACIFIC INDONESIA DAN PT. ASURANSI RAMAYANA TBK)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perbuatan
Melawan Hukum Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia Terhadap PT.
Asuransi Ramayana Tbk Dalam Pelaksanaan Performance Bond,
sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731
PK/PDT/2018?

2. Bagaimana Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT.
Chevron Pacific Indonesia Terhadap PT. Asuransi Ramayana Thk Dalam
Pelaksanaan Performance Bond berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific
Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan

performance bond, sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
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Agung Nomor 731 PK/PDT/2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perbuatan melawan
hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi
Ramayana Tbk dalam pelaksanaan performance bond berdasarkan Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam suatu penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai
bahan masukan atau penerapan pengembangan ilmu hukum khususnya di
bidang hukum perdata yang berfokus pada perbuatan melawan hukum
terhadap pelaksanaan performance bond melalui Putusan Peninjauan
Kembali.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat
sebagai berikut:
a. Bagi Perusahaan Penyedia Pekerjaan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan
pertimbangan bagi pihak-pihak dalam sebuah perusahaan penyedia
pekerjaan dalam menjalankan kegiatan usahanya agar terhindar dari
permasalahan serupa berupa gugatan perbuatan melawan hukum

khususnya dalam pelaksanaan performance bond dan tidak merugikan
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pihak lain.

b. Bagi Perusahaan Pelaksana Pekerjaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pihak-
pihak dalam sebuah perusahaan pelaksana pekerjaan dalam melakukan
kegiatan usahanya terhadap pihak lain agar tidak turut menjadi pihak
yang mengalami gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan
performance bond.

c. Bagi Para Perusahaan Asuransi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi
pihak-pihak dalam perusahaan asuransi agar tidak mengalami
permasalahan serupa dan tidak dirugikan oleh perbuatan melawan
hukum dari pihak lain khususnya dalam pelaksanaan performance bond.

d. Bagi Hakim
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi
para penegak hukum khususnya hakim di Indonesia dalam menangani
kasus atau permasalahan serupa terkait perbuatan melawan hukum

khususnya dalam pelaksanaan performance bond.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kajian yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah
terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perbuatan melawan
hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana

Tbk dalam pelaksanaan performance bond, sebagaimana Putusan Peninjauan
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Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018, dan juga akibat hukum
dari perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap
PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan performance bond berdasarkan

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018.

F. Kerangka Teori
Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis
mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan,

pegangan teoritis.®

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, disamping kepastian
dan kemanfaatan. Idealnya, hukum haruslah mengakomodasikan ketiga
tujuan hukum tersebut. Putusan hakim sedapat mungkin merupakan
resultante dari ketiganya. Disamping itu, ada yang berpendapat bahwa
diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan adalah yang paling penting,
bahkan ada yang mengungkapkan keadilan merupakan tujuan hukum satu-
satunya. Seorang hakim Indonesia Bismar Siregar pernah mengungkapkan
bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan
saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya

adalah keadilan.t’

16 M. Solly Lubis, Filsafat Iimu dan Penelitian, (Mandar Maju, 1994), hal. 80.
" Darji Darmo Diharjo dan Shidarta, ’Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia)’, Cet. 7 (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 155.



14

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak,
sepatutnya, dan tak sewenang-wenang sehingga dapat diartikan sebagai
sikap maupun perbuatan yang adil. Istilah keadilan ini dalam literatur
Inggris disebut sebagai “justice”, ”jus” berarti hukum dan hak. Istilah
’justice” yang mengartikan keadilan sebagai hukum kemudian berkembang
menjadi  ”lawfullness” yaitu keabsahan menurut hukum. Terdapat
pengertian lain terhadap keadilan juga yang mengandung arti yang lebih luas
yakni fairness yang sepadan dengan kelayakan. Hal ini pula dikemukakan
dalam konsep keadilan menurut Aristoteles yang disebutnya sebagai
”fairness in human action” atau keadilan adalah kelayakan dalam tindakan
manusia.’8

Aristoteles (384-322 SM) memberikan sumbangan pemikiran yang
cukup besar terkait hukum dan keadilan. Disamping Plato yang menekankan
teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan
teorinya pada perimbangan dan proporsi.® Pandangannya terhadap keadilan
ialah mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membuat
pembedaan penting terhadap kesamaan berupa kesamaan numerik dan
kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti mempersamakan tiap
manusia sebagai satu unit yang sekarang dipahami tentang kesamaan serta
yang kita maksudkan ketika mengatakan bahwa setiap warga adalah sama

dihadapan hukum. Kesamaan proporsional berarti memberi tiap orang apa

18 Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran
Klasik Sampai Pemikiran Modern’, Jurnal Yustisia Indonesia, 3 (2014), hal. 123.
19 1bid, hal. 120
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yang menjadi haknya sesuai kemampuannya, prestasinya, dan lain
sebagainya.?’

Aristoteles juga menggolongkan keadilan menjadi dua yakni
keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku
dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.?
Keadilan distributif ialah yang terkait dengan distribusi atau pembagian
barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan
tempatnya di dalam masyarakat. Disamping itu, keadilan korektif berfokus
pada pembetulan sesuatu yang salah dan memberikan ukuran untuk
menjalankan hukum sehari-hari dengan standar yang umum guna
memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang
dalam hubungannya satu sama lain. Yang menjadi persoalan dalam keadilan
korektif adalah bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya,
pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Jika suatu pelanggaran
dilanggar, maka keadilan korektif berusaha memberi kompensasi bagi pihak
yang dirugikan. Keadilan distributif artinya yang sesuai dengan tempatnya
sedangkan keadilan korektif yang sesuai dengan hukum.?2

Disamping itu, terdapat teori keadilan yang dikemukakan oleh
seorang filsuf hukum, politik, dan sosial yang terkemuka Ronald Dworkin.

la mulai dikenal luas setelah kritikannya terhadap positivisme hukum dari

2 Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat
Hukum Islam Dan Barat’, Jurnal IImu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi
Syariah, (2018), hal. 71.

21 Fuji Rahmadi P, Loc. cit.

22 Muhamad Erwin, ’Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia
(dalam Dinamis Ide dan Aplikasi)’, Cet. 8, (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 300.
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H.L.A. Hart yang dibangun atas asumsi keterpisahan antara hukum dan
moralitas. Dalam bukunya Law’s Empire, Ronald Dworkin menyebut teori
hukumnya sebagai ’interpretive’, yang berusaha memberi penafsiran terbaik
atas praktik hukum.?® la menyatakan bahwa hukum haruslah ditafsirkan
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, serta
moralitas. Hukum yang merupakan suatu konsep interpretasi,
diinterpretasikan atau ditafsirkan menggunakan pendekatan moralitas yang
konsisten, terutama keadilan.?*

Dworkin berpendapat bahwa hukum tidaklah mencakup aturan/rules
secara eksplisit saja, namun juga harus berupa prinsip-prinsip moral yang
selalu melekat dalam hukum. Maka dari itu, ketika dihadapkan oleh kasus-
kasus yang sulit dan rumit, para hakim tidak hanya mengandalkan teks
hukum saja namun juga wajib untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip
keadilan yang mendasari hukum itu sendiri. Menurutnya tujuan hukum ialah
mewujudkan keadilan dan menegakkan hak-hak individu secara konsisten
dalam sistem hukum yang koheren. la berpandangan bahwa keadilan tidak
boleh dipisahkan dari hak individu, melainkan hak dasar individu yang ia
sebut berguna sebagai “trump card” itu harus lebih diutamakan dalam

mengambil suatu keputusan hukum daripada kebijakan untuk kepentingan

23 petrus CKL Bello, Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan
Distributif dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan, Jurnal Hukum dan
Pembangunan, Vol. 52 No.2 (2022), hal. 443.

24 Ngurah Suradatta Dharmaputra, ’Kritisi Terhadap Teori Hukum Ketiga Ronald
Dworkin’, <https://www.pn-kandangan.go.id/web/images/2022/Artikel2022/Artikel_Critical_revie
w_teori_Ronald_Dworkin.pdf> [diakses pada 16 Maret 2025 pukul 07.18 WIB]


https://www.pn-kandangan.go.id/web/images/2022/Artikel2022/Artikel_Critical_revie%20w_teori_Ronald_Dworkin.pdf
https://www.pn-kandangan.go.id/web/images/2022/Artikel2022/Artikel_Critical_revie%20w_teori_Ronald_Dworkin.pdf
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mayoritas.?®

Teori ’interpretive’ atau penafsiran yang dikemukakan Dworkin
lalah terkait Hukum sebagai integritas (Law as Integrity), dimana hal ini
ialah kesatuan dari 3 nilai yang sangat berkaitan erat satu sama lain sehingga
dapat menghasilkan keputusan yang berbobot dari segi hukum maupun
moralitas. Adapun nilai-nilai tersebut ialah:

a. Justice, yang menekankan pada kualitas hasil akhir sebuah keputusan
publik yang wajib melindungi hak-hak individual dalam cara yang
paling dapat diterima moral;

b. Fairness, yang merupakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan
penghargaan serta kepatuhan atas hak rakyat sebagai pembuat hukum
oleh para aparat penegak hukum;

c. Procedural due process, yang menuntut kepatuhan atas norma-norma
yang hidup baik saat menetapkan suatu hukum yang baru maupun saat
hukum itu diterapkan pada kasus-kasus unik. Nilai ini berhubungan
dengan prinsip kepastian hukum.?

Teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis tercapainya tujuan
hukum berupa keadilan dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan
perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

terhadap PT. Asuransi Ramayana Thk dalam pelaksanaan performance bond

2 Shidarta, "Ronald Dworkin dan Pemikiran Hukumnya’, Februari 2025, < https://business-
law.binus.ac.id/2025/02/21/ronald-dworkin-dan-pemikiran-hukumnya/#:~:text=Dworkin%20berpe
ndapat%20bahwa%?20tujuan%20hukum,boleh%20lepas%20dari%20hak%20individu.>  [diakses
pada 16 Maret 2025 pukul 01.36 WIB].

% Khudzaifah Dimyati, "Hukum dan Moral Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A.
Hart’, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, him. 51-52
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melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731
PK/PDT/2018. Kesesuaian putusan yang dijatuhkan dengan tujuan hukum

berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum hendaknya diindahkan.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut juga
”onrechtmatige daad” dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah
“tort”. Istilah perbuatan melawan hukum telah lama dikenal, sejak dimulai
dari Hukum Romawi hingga kemudian diadaptasi oleh Hukum Perancis,
Hukum Belanda, dan juga tentunya dalam Hukum Perdata Indonesia sesuai
asas konkordansi. Perbuatan melawan hukum itu sendiri pada masa sebelum
adanya perkara antara Cohen vs Lindenbaum atau yang dikenal dengan
Arrest Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 memiliki makna yang
sangat sempit. Perbuatan melawan hukum awalnya hanya diartikan sebagai
suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan
kewajiban hukum pelaku sebagaimana yang telah diatur dalam undang-
undang semata.?’” Pengertian yang sempit itupun berlawanan dengan
doktrin-doktrin yang dikemukakan para sarjana pada waktu itu.
Mollengraaff berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum itu tak hanya
terbatas pada melanggar undang-undang saja, melainkan juga melanggar

kesusilaan dan kepatutan.?® Hingga sampai ketika adanya Arrest Hoge Raad

27 Chandra Ernaldo Palenewen, ‘Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Akta
Pengikatan Jual-Beli (APJB) Dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 211 K/Pdt/2006)’, Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

28 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas indonesia, 2003), hal. 37.
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31 Januari 1919 tersebut dimana hakim menafsirkan perbuatan melawan
hukum dengan artian yang lebih luas dalam menjatuhkan putusannya.
Perkembangan tersebut melahirkan penafsiran yang luas terhadap perbuatan
melawan hukum seperti yang kita ketahui sekarang.

Dalam Hukum Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Per yang
memberi pengertian perbuatan melawan hukum dikenal sebagai pasal yang
sangat luas pengertiannya dimana suatu perbuatan hukum seseorang dapat
saja tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagali
suatu perbuatan melawan hukum ialah memiliki unsur-unsur:

(1) adanya suatu perbuatan,

(2) perbuatan tersebut melawan hukum,

(3) adanya kesalahan dari pihak pelaku,

(4) adanya kerugian bagi korban, dan

(5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.?

Menurut Rosa Agustina secara sederhana, terdapat 4 syarat untuk
menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan
hukum, yaitu :

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

c. bertentangan dengan kesusilaan;

2% Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Cet. 5 (PT Citra
Aditya Bakti, 2017), hal. 10-13.
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d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.*

Dalam sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan
hukum, tentunya harus memenuhi unsur adanya hubungan sebab akibat
(kausalitas) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian
yang ditimbulkan. Terdapat masalah utama dalam hubungan sebab akibat
yakni dalam mengukur seberapa jauh Kkita masih menganggap suatu
hubungan sebab akibat sebagai suatu hal yang masih dapat diterima oleh
hukum. Dengan kata lain, kapan dapat dikatakan suatu kerugian merupakan
”fakta” (the fact) atau “kemungkinan” (proximate) dan kapan pula dianggap
“terlalu jauh” (too remote).3!

Untuk memberi gambaran terhadap hubungan sebab akibat ini, terdapat
2 teori yang telah lama dikenal. Teori hubungan sebab akibat (kausalitas)
tersebut ialah:

a. Teori Conditio Sine Qua Non
Teori ini ialah yang pertama dikenal terkait ajaran hubungan sebab
akibat (kausalitas) yang dikemukakan oleh Von Buri, salah satu ahli
hukum Eropa Kontinental. Teori ini melihat bahwa suatu hal merupakan
sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab
itu tidak ada, dengan ini teori ini mengenal banyak dari satu akibat.%

Hubungan sebab akibat dalam teori ini ialah secara faktual (causation in

%0 Rosa Agustina, Op. cit., hal. 37.

31 Munir Fuady, Op. cit, hal. 112.

32 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum
Perdata, Cet. 1 (Mandar Maju, 2018), hal. 17.
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fact) yang hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara

faktual telah terjadi. Tiap-tiap penyebab yang menjadi sebab timbulnya

kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan

kerugiannya (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.
b. Teori Adequate Veroorzaking

Teori ini dikemukakan oleh J. Von Kries, dimana munculnya teori
ini ditujukan agar lebih praktis serta tercapainya elemen kepastian
hukum dan hukum yang lebih adil untuk menentukan hubungan sebab
akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Konsep daam
teori ini dikenal juga sebagai konsep ‘“sebab kira-kira” (proximate
cause). Proximate cause ialah bagian yang paling membingungkan dan
paling banyak mendapat pertentangan dalam hukum tentang perbuatan
melawan hukum. Terkadang, penyebab ini sering disebut sebagai legal
cause. Di Belanda sendiri menyebutnya dengan istilah adequate
veroorzaking.>*

Adequate veroorzaking ialah penyebaban yang sifatnya dapat dikira-
kirakan, mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan suatu
sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat
dikira-kirakan lebih dulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.3®
Di dalam yurisprudensi kontemporer banyak negara, proximate cause

atau adequate veroorzaking diartikan sebagai setiap peyebab yang

33 Munir Fuady, Op. cit. hal. 113
% |bid., hal. 113-114.
3 Wirjono Prodjodikoro, Loc. cit.
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sekuensi secara kontinu dan natural, tanpa diseling oleh intervensi lain,
yang menimbulkan kerugian, tanpa penyebab tersebut kerugian yang
bersangkutan tidak akan pernah terjadi.®

Teori perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini tentunya
penulis gunakan untuk membahas dan menganalisis perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT.
Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan performance bond sesuai
pertimbangan hukum hakim melalui Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018. Perbuatan melawan
hukum telah diatur dalam arti yang sangat luas dalam KUH Perdata,
penulis akan menganalisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan

hukum yang menjadi dasar pertimbangan dijatuhkannya putusan a quo.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Secara normatif, undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim
untuk memutuskan suatu perkara yang ditanganinya menurut pendapat dan
keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim tidak boleh
menerima intervensi dari luar, hal ini dikarenakan segala campur tangan
yang dilakukan oleh pihak lain di luar kewenangan peradilan itu dilarang.®’
Maka dari itu dalam putusan yang dijatuhkannya, harus memuat
pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pikiran, keyakinan dan hati

nurani dari hakim itu sendiri. Pertimbangan hukum hakim ialah salah satu

36 Munir Fuady, Loc. cit.
37 Nazwa Amalia dkk, ‘Analysis of the Legal Ambiguity of Judges' Ethics Violations in
Permanent Criminal Verdict’, Sriwijaya Crimen and Legal Studies, 2 (2024), hal. 1.
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aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan
hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono), kepastian hukum dan
kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan.® Hakim harus
mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan bahwa putusannya
adil dan berkeadilan bagi para pihak yang berperkara, ia juga harus dapat
mempertanggungjawabkan putusannya.

Dalam suatu sistem peradilan, hakim harus memiliki dasar landasan
yang kuat dalam putusan yang diberikan. Hakim di Indonesia haruslah
berpegang dengan landasan hukum materiil maupun formil dalam memutus
perkara.®® Landasan hukum materiil memuat perintah dan larangan yang
mengatur berbagai kepentingan dan hubungan, sedangkan landasan hukum
formil sebagai penjamin landasan hukum materiil dapat ditaati melalui
perantara dari seorang hakim sebagai aparat hukum ataupun dari peraturan
hukum.*® Oleh karena itu, dalam membuat putusan harus dipertimbangkan
dengan baik, hati-hati, dan cermat. Pertimbangan hukum hakim mencakup
pertimbangan yuridis dan fakta-fakta. Disamping itu, Majelis Hakim harus
memahami teori-teori, praktik, dan yurisprudensi serta kasus yang

ditanganinya.*

3 Eka Fajar Nugraha dkk, Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak
Pidana Terorisme Dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN
JKT.Tim), Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11 (2024), hal.
116.

39 Sri Turatmiyah dkk, Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena
Tidak Ada Izin Poligami, Sriwijaya Journal of Private Law, 1 (2024), hal. 44.

40 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Maha Karya Pustaka, 2021),
hal. 108.

4 Sa’diyah Khafifatunnisa dkk, ‘Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Penetapam Dispensasi Kawin Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/PDT.P/2024/PA
MKD)’, Jurnal IImu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2 (2024), hal. 24.
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dalam Pasal 53 Ayat 2 menyebutkan bahwa hakim dalam menjatuhkan
penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan
pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Setidaknya terdapat tiga pedoman hakim dalam menjatuhkan sebuah
putusan, diantaranya sebagai berikut:

a. Unsur yuridis, dimana unsur ini merupakan unsur yang pertama dan
utama dalam pedoman hakim.

b. Unsur filosofis, dimana dalam unsur ini berintikan pada keadilan dan
kebenaran didalamnya.

c. Unsur sosiologis, dimana untuk ini yang akan mempertimbangkan dari
suatu tata nilai-budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.*2
Teori pertimbangan hukum hakim dalam penelitian digunakan untuk

membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang memutus

perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia
terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan performance bond

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018.

Hasil dari analisis tersebut akan memberikan suatu argumentasi terhadap

pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo telah sesuai atau tidak

dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

42 Tri Endah Panuntun, ‘Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)’,
Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/9146> (2015).
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data
sekunder, atau biasa juga disebut penelitian hukum kepustakaan.*®
Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap dokumen-
dokumen hukum tertulis (undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat
dari ahli-ahli hukum). Interpretasi dari norma-norma hukum serta teori

hukum mendasari metode penelitian ini.*

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan undang-undang ialah suatu metode pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi yang
terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.®® Adapun, dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang seperti Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Cet. 17 (PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 13-14.

4 Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, ‘Metamorfosis Metode Penelitian Hukum:
Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis’, Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan,
2.4 (2023), hal. 76.

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Rev (Prenadamedia Group, 2017). hal.
136.
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Mahkamah Agung, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dan
Putusan Pengadilan, dan peraturan terkait lainnya.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual memulai dengan beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.
Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti
nantinya akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan
permasalahan yang dihadapi. Pandangan dan doktrin yang melahirkan
suatu konsep hukum tersebut akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk
membangun sebuah argumentasi guna memecahkan permasalahan yang
dihadapi.*®

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap
kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Kasus yang ditelaah
tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun terjadi di
negara lain. Yang diajdikan kajian pokok dari pendekatan kasus ini
adalah ratio decidendi atau reasoning, yakni merupakan pertimbangan
pengadilan untuk sampai pada sebuah putusan.*’

Penelitian ini membahas terkait pertimbangan hukum hakim dalam

putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific

%6 1bid, hal. 135-136.
47 1bid, hal. 134.
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Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan
performance bond sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018. Dengan melalui
pendekatan kasus (case approach), penulis ingin melakukan analisis
terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan

perbuatan melawan hukum a quo.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
A. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif,
yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yakni
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*®
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel).
3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

“8 1bid. hal. 181.
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dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi.

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004
Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

8) Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat  Nomor
357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.

9) Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
577/PDT/2015/PT.DKI.

10) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3665 K/Pdt/2016.

11) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731
PK/Pdt/2018.

B. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang
dimaksud yakni buku-buku hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi
hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memiliki
manfaat bagi peneliti semacam ”petunjuk” ke arah mana peneliti

melangkah dan memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak



29

dalam memulai penelitian.*°
C. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan
hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

lain sebagainya.>®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini ialah dengan studi
kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan
menelusuri  dan  mengidentifikasi  peraturan  perundang-undangan,
kepustakaan (jurnal hukum, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya) terkait

dengan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan performance bond.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode preskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif
terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa bahan
hukum preskriptif dilakukan dengan memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang telah dilakukan guna memberikan preskripsi atau penilaian

mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum

49 |bid, hal. 195-196.
%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hal. 13.
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terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian
preskriptif memiliki tujuan untuk mendapatkan saran-saran terkait hal yang
harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu.® Penelitian
hukum normatif yang bersifat kualitatif ialah penelitian yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat.>?

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian
ini ialah dengan metode deduktif. Metode deduktif berarti melakukan
penarikan kesimpulan dengan berawal pada hal-hal yang bersifat umum
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini,
penulis akan memulai pada suatu pemikiran yang umum berdasarkan asas-
asas, teori-teori, dan ketentuan hukum yang berlaku, yang kemudian akan
dijadikan acuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam

penelitian ini.

51 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet.
10 (PT. RajaGrafindo Persada, 2018).
52 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 13 (Sinar Grafika, 2023).
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